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Abstract.

The application of the remedium principle in handling irregularities in government
procurement of goods/services is a central issue in efforts to achieve legal certainty,
especially when the evidentiary process in the field is often hampered by epistemic fog
in the form of unclear information, overlapping regulations, and technical complexity of
procurement. The ultimum remedium principle places criminal law as the last step after
administrative and civil efforts have been carried out, but in practice, criminalization of
administrative errors often occurs due to low data quality, lack of clarity of standards,
and subjectivity of auditors and law enforcement officers.

This study aims to analyze how the ultimum remedium principle should be applied to
limit the use of criminal law, while also examining how epistemic fog influences the
assessment of state losses and elements of unlawful acts. Using a normative juridical
approach and conceptual analysis, this study finds that consistent application of the
ultimum remedium principle can increase legal certainty, reduce epistemic uncertainty,
and encourage the use of administrative instruments as the primary corrective
mechanism. Regulatory reform, increased technical capacity of the apparatus, and
transparency of the procurement system are prerequisites to ensure that criminal
sanctions are only applied to actions that truly fulfill the characteristics of a corrupt
crime.

Thus, the ultimum remedium principle functions not only as a principle of law
enforcement but also as an instrument to penetrate the epistemic fog that has
hampered objectivity and accuracy of assessments in resolving government
procurement cases.

Keywords: Ultimum remedium, Government procurement of goods/services, Legal
certainty

Abstrak.

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan
barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian
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hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut
epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpanag tindih regulasi, serta kompleksitas
teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai
langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam
praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya
kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat
penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya
diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah
bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara
dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan
analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum
remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi
ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif
sebagai mekanisme Kkorektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis
aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan
bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi
karakteristik tindak pidana koruptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi
bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk
menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi
penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.

Kata Kunci: Ultimum remedium, Pengadaan barang/jasa pemerintah, Kepastian
hukum

1. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu denyut nadi
pembangunan nasional. Melalui mekanisme ini, negara mengalokasikan porsi besar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) untuk menyediakan barang dan jasa demi kepentingan publik.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bukan sekadar transaksi administratif,
melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan keberhasilan pembangunan,
pemerataan kesejahteraan, dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, tata kelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang baik merupakan cerminan langsung
dari akuntabilitas negara terhadap rakyat.

Secara normatif, kerangka hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara teknis
dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini
menegaskan prinsip value for money, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas,
keadilan, dan persaingan sehat sebagai asas utama penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBIP).
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Namun, dalam realitas praktik, terdapat kesenjangan tajam antara das sollen (apa
yang seharusnya menurut hukum) dengan das sein (apa yang terjadi di lapangan).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya 2023 mencatat
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan sektor dengan kasus
korupsi terbanyak kedua, dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 1,8 triliun.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023 menyatakan bahwa pada
tahun yang sama, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menyumbang kerugian
negara terbesar, yakni sekitar Rp 3,02 triliun atau 41% dari total kerugian akibat
korupsi nasional. Fakta ini menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PBJP) adalah high risk area dalam tata kelola keuangan negara.

Problem utama yang kemudian muncul adalah kabut epistemik. Kabut epistemik
adalah kondisi di mana batas pengetahuan hokum menjadi kabur, sehingga aparat,
pejabat, maupun masyarakat sulit membedakan antara kesalahan administratif
(pelanggaran prosedural, keterlambatan, dokumen tidak lengkap), wanprestasi
perdata (pelanggaran kontrak, ganti rugi), dan tindak pidana (korupsi, suap,
gratifikasi). Sebagai rujukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
menegaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti, tidak cukup
hanya berdasarkan potensi atau perkiraan. Akan tetapi, dalam praktik, tindakan
administrative sering kali dipaksa masuk ke ranah pidana, sehingga melahirkan
fenomena overcriminalization (kriminalisasi berlebihan), dimana hukum pidana yang
mestinya ultimum remedium berubah menjadi primum remedium.

Secara ontologis, persoalan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menyangkut
hakikat keberadaan pelanggaran itu sendiri : apakah suatu tindakan merupakan
kesalahan administratif, wanprestasi perdata atau benar-benar tindak pidana. Tanpa
kejelasan ontologi, maka setiap dugaan penyimpangan berpotensi dikonstruksi
sebagai “kejahatan,” padahal belum tentu memenuhi unsur pidana.

Sedangkan secara epistemologis, permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PBJP) terkait dengan cara pengetahuan hukum dibangun. Sebuah penelitian dalam
Jurnal RechtsVinding (2022) mengungkap bahwa sekitar 70% kasus yang dikualifikasi
sebagai pidana sebenarnya bermotif dwaling (salah pengertian) administratif,
sementara hanya 30% yang murni pidana. Hal ini mempertegas bahwa kabut
epistemik berdampak langsung pada konstruksi hukum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP).

Richo Andi Wibowo, 2016 dalam analisisnya, juga menyatakan bahwa dalam sejumlah
putusan, kesalahan administrasi maupun perdata dalam pengadaan pemerintah sering
salah dikonstruksi sebagai korupsi, tanpa diferensiasi yang jelas. Fakta ini semakin
menguatkan adanya kesenjangan epistemologis yang mengaburkan penerapan
hukum secara proporsional. Untuk mengedepankan proses mencegahan dari pada
penindakan dan tumpang tindih kewenangan serta mengurangi potensi kriminalisasi
atas kebijakan pengadaan, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB)
Tahun 2022 tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
dan Aparat Penegak Hukum (APH). SEB ini menegaskan bahwa dugaan
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penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (PBJP) harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme administratif
sebelum masuk ke ranah pidana.

Prinsip ini kemudian diperkuat dalam Pasal 77 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2025, yang berbunyi :

"Dalam hal terdapat Ilaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada
menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan
Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang dalam  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuali dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
Kondisi ini sangat relevan mengdambarkan Filosofi kalajengking. Kepala kalajengking
melambangkan hokum administrasi sebagai pusat kendali yang harus diaktifkan
terlebih dahulu; tubuh kalajengking melambangkan hukum perdata sebagai penopang
pemulihan; dan ekor beserta sengatnya melambangkan hukum pidana yang
seharusnya digunakan sebagai opsi terakhir. Dengan demikian, filosofi kalajengking
menegaskan bahwa pidana adalah ultimum remedium, bukan primum remedium.
Secara filosofis, aturan ini dimaksudkan untuk menegakkan asas ultimum remedium,
yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir setelah mekanisme administratif dan
perdata ditempuh. Namun, sebagaimana dikritik oleh Indonesia Corruption Watch
(ICW) dan Transparency International Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 justru dianggap sebagai “kemunduran” karena berpotensi memperparah konflik
kepentingan dan melemahkan agenda reformasi pengadaan. Dengan demikian,
penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bukan sekadar
soal teknis pengadaan, melainkan persoalan  ontologis (hakikat
pelanggaran) dan epistemologis (cara pengetahuan hokum diproduksi).
Penelitian ini penting untuk mengurai ontology penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam kerangka kabut epistemik, serta menganalisis
implementasi prinsip ultimum remedium sebagai dasar penyelesaian hukum.
Diharapkan, penelitian ini memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu
hukum dan manfaat praktis untuk memperbaiki tata kelola Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP) di Indonesia.

2. METODE

Penelitian hukum normatif ini bertujuan mengurai dimensi ontologis dan epistemologis
dari penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dengan
memposisikan prinsip ultimum remedium sebagai fokus utama. Sumber data yang
digunakan mencakup data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (seperti
Perpres No. 46 Tahun 2025), putusan pengadilan, dan rujukan internasional (UNCAC
dan OECD), serta didukung data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan
wawancara daring kepada pemangku kepentingan terkait seperti APIP dan APH.
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Teknik pengumpulan data dilakukan secara efisien melalui studi kepustakaan,
dokumentasi digital, dan instrumen daring untuk menjamin objektivitas serta validitas
analisis terhadap fenomena "kabut epistemik" dalam tata kelola pemerintahan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan pendekatan normatif,
epistemologis, dan komparatif untuk menafsirkan hakikat penyimpangan hukum.
Melalui analisis normatif, penelitian ini mengidentifikasi batasan antara ranah
administratif, perdata, dan pidana, sementara analisis epistemologis digunakan untuk
membedah kekaburan tafsir hukum menggunakan teori epistemic injustice. Selain itu,
analisis komparatif dengan standar internasional berfungsi untuk menguji kesesuaian
regulasi domestik terhadap best practices global. Keseluruhan metode ini dirancang
untuk menghasilkan rekomendasi konseptual yang mampu mewujudkan tata kelola
PBJP yang lebih akuntabel dan proporsional di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Penyimpangan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Kepastian
Hukum Di Tengah Kabut Epistemik

Dalam sistem hukum Indonesia, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan
aktivitas strategis yang menentukan efektivitas pembangunan nasional dan serapan
anggaran negara. Namun demikian, sektor ini juga menjadi ruang yang paling rentan
terhadap penyimpangan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun
pertanggungjawaban. Kerentanan tersebut secara historis mendorong aparat penegak
hukum untuk menggunakan instrumen hukum pidana secara agresif, sering kali
dengan mengabaikan prinsip diferensiasi antara kesalahan administratif dan tindak
pidana korupsi. Kecenderungan overcriminalization tersebut menimbulkan persoalan
serius berupa ketidakpastian hukum, disinsentif pengambilan keputusan, serta
stagnasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Pada titik inilah asas
ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir
menjadi relevan. Urgensi penerapan asas ini meningkat seiring munculnya fenomena
kabut epistemik, yaitu keadaan ketika informasi, data, dan penilaian terkait unsur-
unsur tindak pidana korupsi, khususnya kerugian keuangan negara, berada dalam
kondisi yang tidak pasti, tumpang tindih dan tidak terstandarisasi.

Secara teoritis, ultimum remedium berakar pada karakteristik hukum pidana sebagai

alat koersif paling keras (the most intrusive instrument) yang hanya boleh digunakan

untuk melindungi kepentingan hukum fundamental. Prinsip ini menuntut bahwa
instrumen hukum lain (administratif, perdata) harus diprioritaskan, pidana digunakan
ketika tindakan tersebut benar-benar mengganggu atau membahayakan kepentingan
publik dan pembuktian pidana harus memenuhi standar beyon reasonable doubt,
termasuk adanya niat jahat (mens rea). Dalam konteks pengadaan barang/jasa
pemerintah (PBJP), prinsip ini tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah
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Konstitusi yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak serta-merta
merupakan tindak pidana jika tidak terdapat intensi koruptif dan kerugian negara yang
nyata.

Ultimum remedium adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan
upaya terakhir yang digunakan negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan
hukum, setelah upaya-upaya non-pidana (administratif atau perdata) dianggap tidak
memadai. Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan sektor strategis yang
rentan terhadap penyimpangan karena melibatkan penggunaan anggaran publik dan
interaksi intensif antara pejabat negara dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, aparat
penegak hukum kerap menjadikan instrumen pidana sebagai respons utama terhadap
dugaan penyimpangan. Namun, kecenderungan overcriminalization sering
menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpastian hukum dan ketakutan berlebihan
di kalangan pejabat pembuat komitmen (PPK), sehingga menghambat efektivitas
belanja negara. Untuk meredam hal tersebut, berkembanglah gagasan penerapan asas
ultimum remedium, yakni prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai jalan
terakhir ketika instrumen administratif atau perdata tidak memadai. Tantangan
penerapan asas ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada kabut epistemik—suatu
kondisi dimana fakta, kebenaran, dan penilaian kerugian negara

berada dalam kondisi tidak pasti, tumpang- tindih, atau dipengaruhi bias interpretasi.
Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan area yang rawan terhadap
potensi penyimpangan karena melibatkan penggunaan uang negara, interaksi antara
pemerintah dan penyedia, serta proses administratif yang kompleks. Untuk mengatur
dan menilai adanya perbuatan yang mengandung unsur kesalahan, negara mengatur
tiga aturan hukum yang dapat digunakan:

a. Hukum Administrasi Negara

b. Hukum Perdata

c. Hukum Pidana

Konsep “ultimum remedium” menjadi sangat penting, karena menentukan kapan
hukum pidana boleh diterapkan, dan kapan penyelesaian melalui mekanisme
administratif lebih tepat digunakan. Dalam konteks pengadaan barang/jasa tidak
semua penyimpangan harus langsung diproses pidana, banyak penyimpangan bersifat
administratif atau teknis sehingga lebih tepat diperbaiki dengan mekanisme
administrative, hanya penyimpangan yang memenuhi unsur mens rea merugikan
keuangan negara secara nyata dan masuk kategori koruptif yang layak dipidana.
Asas ultimum remedium pada dasarnya berakar dari pemahaman bahwa Hukum
pidana bersifat represif, fragmentaris, dan memiliki konsekuensi serius, sehingga tidak
boleh digunakan kecuali untuk tindakan yang benar-benar mengganggu kepentingan
publik secara signifikan, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kerangka hukum
administrasi dan perdata sudah menyediakan mekanisme penegakan yang lengkap :
blacklisting, sanksi administrasi, ganti kerugian, maupun pembatalan kontrak, tindak
pidana korupsi khususnya penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara,
baru menjadi relevan apabila terdapat unsur mens rea (itikad jahat), niat memperkaya
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diri/ orang lain serta kerugian negara yang nyata dan pasti. Penerapan asas ini sejalan
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penyalahgunaan
kewenangan harus dibedakan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana,
serta bahwa kerugian negara harus bersifat aktual, bukan sekadar potensi.

Institusi pemeriksa yang berbeda (BPK, BPKP, Inspektorat) sering kali menghasilkan
perhitungan yang tidak konsisten. Perbedaan metodologi, asumsi, dan standar
penilaian menimbulkan ambiguitas mengenai apakah suatu tindakan benar-benar
menimbulkan kerugian negara atau tidak. Seringkali pejabat Pengadaan barang/jasa
pemerintah (PBJP) dihadapkan pada situasi yang menuntut diskresi teknis atau
penilaian profesional. Ketidaktepatan prosedur dapat terjadi karena kompleksitas
teknis, bukan karena niat jahat. Dalam situasi epistemik yang kabur, penilaian
terhadap “penyalahgunaan wewenang” mudah bias atau salah tafsir. Kabut epistemik
inilah yang membuat aparat penegak hukum sering mengambil jalan pintas dengan
menafsirkan setiap penyimpangan prosedur sebagai perbuatan pidana.

Instrumen pidana hanya menjerat tindakan yang memenuhi unsur do/usatau culpa lata
(kesalahan berat). Kesalahan karena ketidaktahuan teknis, kompleksitas prosedur
atau kelalaian ringan harus ditangani melalui mekanisme administrasi. Ini memberikan
kepastian hukum bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) untuk
bekerja tanpa diliputi ketakutan kriminalisasi. Hukum pidana diposisikan sebagai
koreksi atas mekanisme administratif yang gagal. Jika pelanggaran masih bisa
diselesaikan melalui pengembalian kerugian atau perbaikan kontrak, maka jalur
administratif harus didahulukan. Penggunaan pidana tanpa mendahulukan mekanisme
administratif justru mengaburkan batas-batas kewenangan negara. Dengan
menempatkan pidana sebagai pilihan terakhir, sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah (PBJP) menjadi stabil. Pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP)
tidak perlu cenderung defensive atau fear-based decision making, sehingga proyek
pembangunan dapat berjalan tepat waktu.

Keberadaan satu standar metodologi resmi yang mengikat seluruh aparat pemeriksa
menjadi kunci untuk mengurangi ruang interpretasi yang liar. Hanya tindakan yang
melampaui kesalahan administratif dan menunjukkan karakteristik koruptif
(menguntungkan diri, kolusi, rekayasa tender, mark-up dengan niat jahat) yang
masuk ranah pidana. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) sering
bergantung pada proyeksi ekonomi, estimasi harga, analisis kebutuhan,

serta variabel-variabel yang tidak pasti. Menuntut kepastian absolut dari pejabat
pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah tidak realistis dan bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian yang proporsional (proportional liability). Penegakan
hukum harus fokus pada niat dan motif, bukan sekadar deviasi administrasi. Di tengah
kabut epistemik, penilaian terhadap niat jahat menjadi filter utama untuk mencegah
kriminalisasi berlebihan.

Penerapan asas ultimum remedium terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa
pemerintah (PBJP) bukan hanya persoalan pilihan kebijakan hukum, tetapi merupakan
kebutuhan fundamental untuk menghadirkan kepastian hukum ditengah kabut
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epistemik yang melekat dalam proses pengadaan. Tanpa penerapan prinsip ini, risiko
kriminalisasi kebijakan sangat besar, yang pada akhirnya merusak tata kelola
pemerintahan, memperlambat pembangunan, dan mengganggu kepercayaan publik.
Dengan mengedepankan mekanisme administratif terlebih dahulu dan menjadikan
pidana sebagai jalan terakhir, hukum dapat kembali pada fungsi utamanya:
menciptakan keteraturan, keadilan dan kepastian.

Penerapan asas u/timum remedium dalam penyelesaian penyimpangan pengadaan
barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan kebutuhan mendasar untuk menjaga
kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi kebijakan. Di tengah kabut epistemik
yang melekat dalam penentuan kerugian negara dan penilaian intensi, prinsip ini
berfungsi sebagai mekanisme filtrasi terhadap penggunaan instrumen pidana yang
berlebihan. Dengan mengedepankan sanksi administratif dan menegaskan peran
hukum pidana sebagai instrumen terakhir, negara dapat memastikan  bahwa
penegakan hukum terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) tetap
rasional, proporsional dan sejalan dengan tujuan pembangunan.

Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) sering kali ditangani
melalui hukum pidana tanpa melalui mekanisme administratif yang telah disediakan
oleh regulasi pengadaan. Padahal, pendekatan demikian menimbulkan ketidakpastian
hukum dan meningkatkan risiko kriminalisasi kebijakan. Artikel ini menganalisis
relevansi asas w/timum remedjum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP)
dengan menggunakan perspektif filsafat hukum dan epistemologi, terutama terkait
fenomena “kabut epistemik” (epistemic fog).

2. Penyimpangan Tata Kelola Dan Kejahatan Secara Obyektif

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang membutuhkan
kepatuhan pada aturan administrasi dan prinsip good governance. Namun, dalam
praktiknya, sering terjadi penyimpangan yang tidak selalu berimplikasi pada tindakan
pidana. Untuk menjaga kepastian hukum dan penerapan prinsip ultimum remedium,
perlu dilakukan pemisahan obyektif antara penyimpangan tata kelola dan kejahatan.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sering terjadi perilaku menyimpang,
namun tidak semua penyimpangan otomatis menjadi tindak pidana. Untuk
membedakan keduanya secara obyektif, perlu melihat beberapa kriteria.
Penyimpangan tata kelola biasanya mengacu pada tidak mengikuti prosedur lelang
sesuai Peraturan Presiden atau Peraturan LKPP, dokumen persyaratan tidak lengkap
atau terlambat, kurangnya transparansi dalam penilaian tender sehingga dampaknya
bisa menimbulkan inefisiensi, kerugian negara, atau ketidakpercayaan publik, tetapi
belum tentu memenuhi unsur-unsur pidana. Kejahatan dalam konteks pengadaan
adalah tindakan yang secara sengaja melanggar hukum pidana seperti korupsi
(menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara ilegal), penipuan atau pemalsuan
dokumen, kolusi dengan vendor, suap atau gratifikasi terkait pengadaan.

Kabut epistemik terjadi ketika informasi yang tersedia tidak lengkap, ambigu atau sulit
diverifikasi. Dalam pengadaan barang/jasa contoh kabut epistemik yaitu tidak jelas
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apakah keterlambatan dokumen karena kelalaian atau ada faktor objektif (7orce
majeure), tidak ada bukti langsung adanya kolusi atau suap, adanya norma
administratif yang tumpang tindih dengan hukum pidana. Akbatnya Seseorang bisa
dituduh melakukan tindak pidana, padahal yang terjadi hanya kelalaian administrative
dan menentukan batas antara penyimpangan tata kelola dan kejahatan membutuhkan
analisis fakta secara hati-hati.

Penyimpangan tata kelola bersifat administratif dan ditujukan untuk memperbaiki
prosedur dan tata kelola sedangkan kejahatan menuntut adanya unsur kesengajaan
dan kerugian nyata, sehingga hukum pidana berlaku. Ultimum remedium melindungi
pejabat dari kriminalisasi berlebihan atas kesalahan administratif, sambil tetap
memungkinkan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Perbedaan mendasar
terletak pada unsur kesengajaan : penyimpangan tata kelola biasanya bersifat
kelalaian atau kesalahan prosedural, sedangkan kejahatan melibatkan niat sengaja
untuk merugikan negara atau pihak lain. Dasar

hukum dan sanksi membedakan kedua kategori : penyimpangan tata kelola ditangani
melalui sanksi administratif, sementara kejahatan dapat dikenai sanksi pidana.
Ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai jalan
terakhir ketika pelanggaran administratif berkembang menjadi tindak pidana yang
nyata, menjaga proporsionalitas dan kepastian hukum. Analisis obyektif berbasis bukti
berupa dokumen, audit, kronologi kejadian dan evaluasi niat penting untuk
menghindari salah kategorisasi dan memastikan tindakan yang tepat. Dengan
pendekatan ini, pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih
transparan, akuntabel, dan adil sekaligus melindungi pejabat publik dari kriminalisasi
berlebihan atas kesalahan administratif. Penyimpangan tata kelola bisa terjadi tanpa
penyalahgunaan kewenangan. Kejahatan sering mengharuskan adanya
penyalahgunaan kewenangan, terutama korupsi.

a. Ontologi Kesalahan Administratif
Secara ontologis, kesalahan administratif berada di domain governance, sedangkan
kejahatan berada di domain hukum pidana. Untuk memahami kesalahan administratif,
pertama-tama kita perlu memahami apa itu administrasi sebagai ruang ontologis.
Administrasi publik adalah sistem yang mengoperasikan kebijakan publik, mengelola
sumber daya negara, menyediakan layanan publik, mengoperasikan institusi birokrasi
melalui aturan formal. Ontologinya bukan berbentuk “individu moral” atau “entitas
politik”, melainkan proses, prosedur, standar operasional, instrumen kelembagaan,
rangkaian kewenangan dan tanggung jawab yang saling terkait. Karena itu, kesalahan
administratif bukan sekadar tindakan individu, tetapi ketidaksesuaian antara tindakan,
prosedur dan norma-norma administratif yang mengatur suatu posisi atau fungsi.
Dalam praktik administrasi publik dan tata kelola lembaga baik negara, korporasi
maupun organisasi sering muncul situasi di mana suatu tindakan salah dikategorikan
sebagai penyimpangan tata kelola (governance deviation) atau kejahatan (crime).
Tanpa kriteria yang jelas, penilaian menjadi kabur, berisiko dipengaruhi bias atau
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malah disalahgunakan untuk kriminalisasi berlebihan maupun impunitas.

Ontologi kesalahan administratif hadir untuk membuat klasifikasi yang koheren dan
konsisten sehingga penilaian tidak hanya bersandar pada intuisi tetapi pada struktur
konsep yang dapat diuji. Ontologi Kesalahan Administratif adalah kerangka konseptual
yang mendeskripsikan kategori kesalahan dalam ranah administrasi, atribut-atribut
obyek kesalahan, hubungan antara tindakan, pelaku, norma, prosedur dan akibat,
tingkat kesalahan dan respons yang tepat (administratif, etik, pidana). Ontologi ini
bertujuan membuat pemahaman yang lebih formal, eksplisit, dan terstruktur tentang
apa yang dimaksud ‘“kesalahan” dalam administrasi. Dengan ontologi, penilaian
kesalahan bisa dilakukan berdasarkan atribut dan relasi, bukan penilaian subjektif.
Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan dan klasifikasi
realitas. Ketika diterapkan pada kesalahan administratif, ontologi berusaha menjawab
apa yang secara hakiki membuat suatu tindakan disebut “kesalahan administratif”,
apa sifat ontologis dari kesalahan tersebut normatif, moral, teknis atau prosedural,
bagaimana kesalahan administratif berbeda dari pelanggaran hukum pidana, etika
atau politik. Dengan kata lain, Ontologi Kesalahan Administratifadalah kerangka untuk
mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memahami hakikat setiap bentuk
penyimpangan yang terjadi dalam domain administrasi publik.

Kesalahan administratif terjadi ketika sebuah tindakan menyimpang dari aturan yang
mengatur pelaksanaan fungsi administratif. Berbeda dengan kejahatan, kesalahan
administratif tidak mensyaratkan niat jahat (mens rea). Yang penting adalah
ketidaksesuaian tindakan dengan standar administratif, meskipun dilakukan tanpa
kesengajaan. Ontologi kesalahan administratif adalah kerangka yang mempelajari
esensi dan struktur keberadaan kesalahan dalam sistem administrasi publik. Ontologi
ini menjelaskan bahwa kesalahan administratif adalah fenomena prosedural,
struktural dan normatif, bukan terutama fenomena moral atau kriminal, ia terjadi
ketika ada ketidaksesuaian antara tindakan pejabat dan aturan administratif yang
mengatur fungsi mereka, pembeda utamanya dari kejahatan adalah objek yang
dilanggar (ketertiban administrasi) dan absennya mens rea, pemahaman ontologis
memungkinkan analisis yang lebih objektif terhadap penyimpangan tata kelola dan
meminimalkan bias moral atau politik

b. Pendekatan Epistemologis Untuk Klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP)

Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, dasar pembenaran, dan
kriteria kebenaran. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, pendekatan
epistemologis digunakan untuk memastikan bahwa klasifikasi jenis pengadaan
dilakukan secara rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan
epistemologis dalam klasifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan
kerangka berpikir yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap proses
pengelompokan objek pengadaan dilakukan secara sistematis, rasional, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Melalui perspektif ontologis, klasifikasi diawali dengan
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pemahaman mengenai hakikat dan karakteristik dasar dari objek pengadaan,
sehingga pembedaan antara barang,
pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya tidak bersifat arbitrer, tetapi
berdasar pada sifat eksistensial masing-masing. Selanjutnya, pendekatan
epistemologis normatif menegaskan bahwa proses klasifikasi harus merujuk pada
sumber pengetahuan yang sah yakni regulasi dan kebijakan pemerintah seperti
Peraturan Presiden, peraturan turunannya serta pedoman teknis yang telah
distandardisasi. Dengan berangkat dari norma tersebut, klasifikasi memperoleh
legitimasi hukum dan dapat diverifikasi secara objektif. Sementara itu, pendekatan
rasional-logis memastikan bahwa setiap keputusan klasifikasi didasari oleh
argumentasi yang konsisten, terukur, dan beralasan, baik dari segi keluaran
pekerjaan, tingkat keahlian yang dibutuhkan, metode pelaksanaan, maupun risiko
pekerjaan. Penalaran yang logis ini menghindarkan kekeliruan klasifikasi yang dapat
memengaruhi bentuk kontrak, metode pemilihan penyedia dan akuntabilitas
penggunaan anggaran.
Melalui pendekatan empiris, klasifikasi diuji kembali menggunakan data historis,
pengalaman praktis, kebutuhan lapangan, serta evaluasi dari proses pengadaan
sebelumnya, sehingga hasil klasifikasi tidak hanya teoritis tetapi juga sesuai realitas
operasional. Ini menjadikan klasifikasi lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi
nyata. Akhirnya, pendekatan hermeneutik diperlukan karena banyak ketentuan
pengadaan bersifat interpretatif. Penafsiran tekstual, kontekstual, hingga teleologis
terhadap regulasi memungkinkan klasifikasi berjalan selaras dengan maksud dan
tujuan kebijakan, termasuk prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan seluruh pendekatan epistemologis tersebut,
klasifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih akurat, konsisten, dan
relevan, sekaligus mendukung pelaksanaan sistem pengadaan yang profesional serta
mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Pendekatan ini memastikan bahwa
klasifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses ilmiah yang
memberi fondasi kuat bagi akuntabilitas dan kualitas pengelolaan pengadaan
pemerintah.
Klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bukan sekadar kegiatan
administratif yang bersifat teknis, tetapi merupakan proses penalaran epistemik yang
memerlukan dasar pengetahuan vyang jelas, terstruktur dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan pendekatan epistemologis, kita
memahami bahwa Kklasifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) harus
memenuhi tiga pilar utama vyaitu :
1. Kejelasan Konseptual
Klasifikasi yang benar hanya dapat terjadi bila definisi tentang barang, jasa,
konstruksi, dan jasa konsultansi dipahami secara jelas dan konsisten. Tanpa
klarifikasi konsep, penentuan kategori mudah terjebak pada ambiguitas atau
kesalahan interpretasi.
2. Justifikasi Pengetahuan yang Kuat
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Penetapan kategori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) harus
dibangun atas :
dasar hukum yang eksplisit,
bukti empiris yang memadai,
pengetahuan teknis profesional,
dan rasionalitas prosedural.
Kebenaran klasifikasi tidak ditentukan oleh pendapat pribadi, melainkan oleh
alasan yang dapat diuji dan diverifikasi.

3. Validitas Intersubjektif dan Transparansi
Keputusan klasifikasi harus dapat ditelusuri proses berpikirnya, terbuka untuk evaluasi
oleh auditor, ahli, dan pemangku kepentingan lain serta konsisten dengan pedoman
dan praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang berlaku. Pengetahuan
yang kuat adalah pengetahuan yang dapat diterima oleh banyak penilai independen,
bukan sekadar satu individu atau satu unit kerja.
Secara keseluruhan, pendekatan epistemologis memastikan bahwa klasifikasi
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menjadi proses yang objektif, akurat, dan
legal, sehingga :

a. mencegah salah metode pemilihan penyedia,

b. mengurangi potensi temuan pemeriksaan,

c. memperkuat akuntabilitas pengadaan,

d. dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Klasifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang berbasis epistemologi
bukan hanya benar secara formal, tetapi juga benar secara intelektual dan
operasional, dan karena itu jauh lebih tahan terhadap tantangan hukum maupun
audit.
Pendekatan epistemologis dalam klasifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah
menunjukkan bahwa proses Klasifikasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka
pengetahuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman
ontologis terhadap objek pengadaan, penggunaan sumber pengetahuan normatif yang
sah, penerapan penalaran rasional, pemanfaatan data empiris, serta penafsiran
hermeneutik terhadap regulasi, seluruhnya berperan dalam memastikan bahwa
klasifikasi dilakukan secara tepat dan konsisten. Melalui integrasi  pendekatan-
pendekatan ini, klasifikasi pengadaan tidak hanya
memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan profesionalisme dalam praktik pengadaan pemerintah. Dengan
demikian, pendekatan epistemologis menjadi fondasi penting bagi terciptanya proses
pengadaan yang efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan good governance.

a0 oo
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4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Penerapan Asas Ultimum

Remedium terhadap Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam
Perspektif Kepastian Hukum di Tengah Kabut Epistemik”, dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:

1. Penerapan Asas Ultimum Remedium Belum Berjalan Optimal, Penelitian ini
menunjukkan bahwa asas w/timum remedium tidak diterapkan secara konsisten
dalam penanganan penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Aparat penegak hukum masih cenderung menempuh jalur pidana sebagai respons
awal, meskipun mekanisme administratif dan perdata masih tersedia dan belum
dioptimalkan. Hal ini menyebabkan kecenderungan over-kriminalisasi, terutama
terhadap kesalahan yang bersifat administratif atau teknis tanpa adanya unsur
mens rea atau fraud.

2. Kabut Epistemik Menjadi Faktor Penghambat Kepastian Hukum, kabut epistemik
berupa ketidakjelasan data, perbedaan standar audit, serta interpretasi yang tidak
seragam antara APIP, BPK, BPKP, LKPP, dan aparat penegak hukum telah
mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.
Ketidakjelasan ini melemahkan kepastian hukum (/ega/ certainty) dan
memunculkan risiko kriminalisasi yang tidak proporsional.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) bukan hanya persoalan teknis
administrasi, melainkan problem struktural yang mengganggu tata kelola
pemerintahan dan penegakan hukum.

Cara untuk mengatasi kabut epistemik, diperlukan harmonisasi regulasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), audit pidana, perumusan standar nasional
perhitungan kerugian negara, integrasi data digital PBJ sebagai single source of truth,
penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penerapan mekanisme berbasis
risiko. Keseluruhan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa asas
ultimum remedium dapat diterapkan secara konsisten dan kepastian hukum dapat
diwujudkan.
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